
 

 

 

WALIKOTA SAMARINDA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA 

NOMOR 54 TAHUN 2020 

 

                                                        TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27 TAHUN 2018 

TENTANG PERATURAN INTERNAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDUL MOEIS SAMARINDA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

WALIKOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21B ayat (1), 
Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 94 ayat (4) Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 
maka perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 

tentang Peraturan Internal Badan Layanan Umum Daerah Rumah 

Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Samarinda; 

b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 Tentang 

Peraturan Internal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 
Umum Daerah Inche Abdul Moeis Samarinda perlu diubah guna 

meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan ninerja pelayanan 

Rumah Sakit Daerah;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 

2018 Tentang Peraturan Internal Badan Layanan Umum Daerah 

Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Samarinda; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG 

PERATURAN INTERNAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDUL MOEIS 

SAMARINDA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 
2018 tentang Peraturan Internal Badan Layanan Umum Daerah 

Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Samarinda (Berita 

Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 Nomor 27), diubah sebagai 
berikut:  
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah,  sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Samarinda. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom Kota Samarinda. 

3. Walikota adalah Walikota Samarinda. 

4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Inche 

Abdul Moeis Kota Samarinda. 

5. Direktur adalah pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah 

Inche Abdul Moeis Kota Samarinda dengan jabatan 
Struktural setara eselon III.a. 

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah perangkat Daerah atau Unit Kerja pada 

perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang 

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam 

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi 
dan produktivitas. 

7. Peraturan Internal adalah peraturan internal yang mengatur  
hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik 

dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Medis 

Rumah Sakit beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, 
kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing; 

8. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan 
pengawasan  terhadap operasional Rumah Sakit yang 

dibentuk dengan keputusan Walikota atas usulan Direktur 

dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan 
tegas diatur dalam struktur organisasi yang terdiri atas 

Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian 

dan Kepala Sub Bidang. 

10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak 
seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam 

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau 

keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

11. Pejabat Pengelola adalah pimpinan Rumah Sakit yang 

bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Rumah 
Sakit. 

12. Pelayanan Kesehatan   adalah  segala  kegiatan  pelayanan  

kesehatan  yang diberikan  kepada  seseorang  dalam  

rangka  promotif, preventif,  kuratif  dan rehabilitatif. 

13. Staf Medis adalah Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, 

Dokter Umum, Dokter Gigi, yang bekerja purna waktu 
maupun paruh waktu di unit pelayanan Rumah Sakit. 

14. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya 
kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, 
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rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, 
laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain. 

15. Unit Kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan 
lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk 

instalasi, unit dan lain-lain. 

16. Komite Medik adalah perangkat Rumah Sakit untuk 

menerapkan tatakelola klinis (clininal governance) agar staf 

medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui 
mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan 

pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. 

17. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah 

sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan 

meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui 
mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan 

pemeliharaan etika dan disiplin profesi. 

18. Kewenangan Klinis  adalah hak khusus seorang staf medis 

yang diberikan oleh Direktur untuk melakukan sederetan 

pelayanan medis tertentu dalam Rumah Sakit untuk suatu 
periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan 

klinis (clinical appointment). 

19. Penugasan Klinis  adalah penetapan Direktur kepada 

seorang Staf Medis untuk melakukan sekelompok pelayanan 

medis di Rumah Sakit berdasarkan daftar kewenangan 
klinis (white paper) yang telah disetujui baginya. 

20. Audit Medis adalah upaya evaluasi secara profesional 
terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada 

pasien dengan menggunakan rekam medis yang 

dilaksanakan oleh profesi medis. 

21. Dokter Organik adalah dokter yang menjadi 
karyawan/pegawai tetap Rumah Sakit baik yang berstatus 

Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil. 

22. Dokter Mitra adalah dokter yang direkrut oleh Rumah Sakit 

karena keahliannya, berkedudukan setingkat dengan 

Rumah Sakit, bertanggung jawab secara mandiri dan 
bertanggung gugat secara proporsional sesuai kesepakatan 

atau ketentuan Rumah Sakit. 

23. Dokter Tamu adalah dokter yang diundang oleh Rumah 

Sakit karena keahliannya, berkedudukan setingkat dengan 

Rumah Sakit, bertanggung jawab secara mandiri dan 
bertanggung gugat secara proporsional sesuai kesepakatan 

atau ketentuan Rumah Sakit. 

24. Satuan Pengawas Intern adalah perangkat Rumah Sakit 

yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian 

intern dalam rangka membantu Direktur untuk 
meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh 

lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam 

menyelenggarakan bisnis yang sehat. 

25. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai 

jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan 
wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara 

secara minimal. 
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26. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, 

yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan 

rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

 

2. Ketentuan Pasal 12 diubah,  sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

                        Pasal 12  

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (1) huruf a dibentuk dengan Keputusan Walikota 

atas usulan Direktur. 

(2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat di lakukan 
oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan 

menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun 

terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) 
tahun terakhir. 

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan 

pengendalian internal yang dilakukan oleh 

Pejabat Pengelola. 

(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 
(tiga) dan/atau 5 (lima) orang. 

(5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 
(tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

untuk BLUD yang memiliki: 

a. realisasi pendapatan menurut laporan  

rea l i sas i  a n g g a r a n  2  ( d u a )  t a h u n  

t e r a k h i r , s e b e s a r  Rp30 .000 .000 .000 ,00  
( t i ga  pu luh  mi l ia r  rup iah )  sampai dengan 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 

atau 

b. ni la i  ase t  menurut  neraca  2  (dua )  tahun  

te rakh i r  sebesar Rp150.000.000.000,00 
(seratus lima puluh miliar rupiah) sampai 

dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus 

miliar rupiah). 

(6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 

(lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
untuk BLUD yang memiliki: 

a. r e a l i s a s i  p endapa t an  menuru t  l apo ran  

r e a l i s a s i  anggaran 2 (dua )  tahun terakhi r ,  

leb ih besar dari  Rp 100.000.000.000,00 

(seratus miliar rupiah); atau 

b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun 
terakhir, lebih besar dari  

Rp500.000.000.000,00 (l ima ratus miliar  

rupiah). 
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3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

 Pasal 13  

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:  

a .  memantau perkembangan kegiatan BLUD; 

b.  men i l a i  kinerja keuangan maupun kinerja 

nonkeuangan BLUD dan memberikan 

rekomendasi atas hasil penilaian untuk 

ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD; 

c .  memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan 
penilaian kinerja dan hasil laporan audit 

pemeriksa eksternal pemerintah; 

d.  memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; 

dan 

e.  member ikan  pendapa t  dan  saran  

kepada  Walikota mengenai: 

1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat  
Pengelola; 

2. p e rm as a l ah an  y an g  me n j a d i  
k e nd a l a  da l a m  pengelolaan BLUD; dan 

3. kinerja BLUD.  

(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling 

sedikit meliputi: 

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari 

layanan yang diberikan (rentabilitas); 

b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

(likuiditas);  

c. memenuhi seluruh kewajibannya 

(solvabil i tas); dan 

d. kemampuan pener imaan dari  jasa layanan 

untuk  membiayai pengeluaran. 

(3 )  Pen i la ian  k iner ja  nonkeuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling 
sedikit berdasarkan p e r spek t i f  p e l angga n ,  

p r o s e s  i n t e rna l  p e l a yanan,  pembelajaran, dan 

pertumbuhan. 

(4 )  Dewan Pengawas  melaporkan pe laksanaan  

tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 )  
kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 

(satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu 

jika diperlukan. 
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4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

     

Pasal 14 

(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 ayat (5) terdiri atas unsur: 

a. 1  ( s a tu )  o rang  pe jabat  Per angkat  Daera h  

yang  membidang i  kegiatan BLUD; 

b. 1 ( s a tu )  o rang  pe jabat  Per angkat  Daera h  

yang  membidang i  pengelolaan keuangan 
Daerah; dan 

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan 

kegiatan BLUD. 

 

(2)  Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (6) terdiri atas unsur: 

a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat  Daerah  yang 

membidangi kegiatan BLUD; 

b. 2  (dua )  o r ang  pe j aba t  Perangkat  Daerah  
yang  memb idang i  pengelolaan keuangan 

daerah; dan 

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan 
kegiatan BLUD. 

(3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas d i lakukan  

setelah Pejabat Pengelola diangkat. 

(4) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan 

Pengawas yaitu:   

a .  sehat  j asmani  dan  r ohan i ;  

b .  memil iki  keahlian, integritas, kepemimpinan,  

pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan 
dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 

mengembangkan BLUD; 

c .  memahami penyelenggaraan pemerintahan 

Daerah; 

d .  memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan 

fungsi BLUD; 

e .  menyediakan waktu yang cukup untuk 

melaksanakan tugasnya; 

f .  berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);  

g .  berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun 

terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2); 

h .  tidak p e rnah  men j ad i  anggo t a  D i r eks i ,  
Dewan  Pengawas, atau Komisaris yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan badan 

usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; dan 

i .  tidak sedang menjalani  sanksi pidana;  dan  

tidak sedang menjadi pengurus partai politik,  
calon kepa la  daerah  a tau  ca lon  wak i l  

kepa la  daerah,  dan/ atau calon anggota 

legislatif.  
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5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

    

    Pasal 15  

(1)  Masa jabatan anggota Dewan Pengawas  

ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat 

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 
berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 

(enam puluh) tahun. 

(2)  Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum 

berakhirnya masa jabatan oleh Wal i  Ko ta  karena: 

a.  meninggal  dunia;  atau 

b.  d iberhent ikan sewaktu -waktu .   

(3)  Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c b karena: 

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 

b. tidak melaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau 

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD dan/atau 

dipidana penjara karena melakukan tindak pidana 

dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya 
melaksanakan pengawasan atas Rumah Sakit. 

 

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

   Pasal 16 

(1)  Wali Kota dapat mengangkat Sekretaris Dewan 

Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan 

Pengawas. 

(2)  Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bukan merupakan anggota Dewan Pengawas. 

 

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

   Pasal 18  

Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(1) huruf b terdiri atas: 

a .  Dir ek tu r ;  

b.  pejabat keuangan;  dan  

c.  pe jabat  teknis  
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8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

    

                               Pasal 19 

(1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh 

Walikota. 

(2) Pemimpin bertanggungjawab kepada Walikota. 

(3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis 

bertanggungjawab kepada Direktur. 

 

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

       Pasal 23 

(1) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 angka 1 berasal dari unsur pegawai negeri sipil yang 

bersangkutan merupakan pengguna anggaran dan 
barang Daerah. 

(2) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal  18 angka 1 t i dak  b e ra sa l  da r i  

unsu r  p e gawa i  neger i sipi l ,  pejabat keuangan 

ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran dan 
barang Daerah. 

 

 

10. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

    Pasal 43  

(1) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42 dapat dibentuk oleh oleh Pimpinan untuk 
pengawasan dan pengendalian internal terhadap 

kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh 

lingkungan sosial dalam menyelenggarakan 
praktek bisnis yang sehat. 

(2) Pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan 
sumber daya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dimaksudkan untuk mengawasi apakah 

kebijakan pimpinan telah dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya oleh bawahannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

(3) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Direktur. 

(4) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan dengan 

Keputusan Direktur. 
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Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Samarinda. 

 

 

                                Ditetapkan di Samarinda  

                           pada tanggal 16 Desember 2020 

                      WALIKOTA SAMARINDA, 

  

                                                       ttd 

                                       

                     SYAHARIE JA’ANG 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 16 Desember 2020 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

                
                             ttd 

                  ALI FITRI NOOR 

 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 119. 

     
      Salinan sesuai dengan aslinya 

 Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

           Kepala Bagian Hukum, 
 

 

 
         EKO SUPRAYETNO, S.Sos. 

         NIP. 196801191988031002 

 
 

 

 


